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Kabupaten Bekasi menghadapi tingkat pengangguran tertinggi kedua di
Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini kontras apabila dikaitkan dengan keberadaan
kawasan industri. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah daerah
menerbitkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan
Kesempatan Kerja sebagai upaya memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal
melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang luas.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis sejauh mana tenaga kerja
lokal dapat terserap secara optimal melalui upaya implementasi Peraturan Bupati
Bekasi Nomor 9 Tahun 2019. 2) Mengetahui tingkat keberhasilan serta
mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan di
lapangan. 3) Menilai implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja melalui
perspektif Sivasah Dusturiyah sebagai pendekatan nilai-nilai keislaman dalam tata
kelola pemerintah.

Penelitian ini menggunakan model teori implementasi kebijakan dari
Merilee S. Grindle yang menekankan pada aspek isi kebijakan (content of policy)
dan konteks implementasi (context of implementation). Selain itu, teori Good
Governance juga digunakan untuk menganalisis berbagai hambatan dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Kedua kerangka teori tersebut berfungsi sebagai
alat analisis untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah..

Metode penelitian yang digunakan adalah adalah metode penelitian
deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi
dokumentasi, observasi, serta wawancara dengan Instansi terkait

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upaya yang dilakukan dalam
perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Bekasi belum berjalan secara efektif. 2)
Hasil upaya implementasi yang rendah ini disebabkan kurangnya kompetensi
tenaga kerja lokal, rendahnya sosialisasi dan tingkat kepatuhan perusahaan. 3) Dari
tinjauan siyasah dusturiyah, meskipun kebijakan ini sejalan dengan prinsip
maqashid syariah, implementasi di lapangan masih menunjukkan minimnya
keadilan dan persamaan, serta kurangnya tanggung jawab pemerintah dalam
memastikan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.
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